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SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 120/PP.05.1-Kpt/5203/KPU-Kab/XI11/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) TAMBAHAN DI WILAYAH KECAMATAN LABUHAN HAJI
KABUPATEN LOMBOK TIMUR BERDASARKAN PASAL 79B PKPU NOMOR 36

TAHUN 2018 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Menimbang

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B

huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36
Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang
Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang intinya
menyebutkan bahwa KPU Kabupaten /Kota
menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota PPK
peringkat kesatu dan kedua dari hasil wawancara
terhadap calon anggota PPK yang sebelumnya telah
dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil
verifikasi oleh KPU Kabupaten/Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur

Tentang ...
idih.kpu.go.id/ntb/lotim




Mengingat

Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) Tambahan di Wilayah
Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur
Berdasarkan Pasal 79B PKPU Nomor 36 Tahun 2018
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Il dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat,
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Presiden RI Nomor 105 Tahun 2018 Tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi,
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 196);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemililhan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008:

idih.kpu.go.id/ntb/lotim
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Memperhatikan :

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun

1.

2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32
Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemililhan Umum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata
Kerja  Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1516).

Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1509/PP.05-
SD/01/KPU/XII/2018 Tanggal 14 Desember 2018
Perihal Surat Edaran Penetapan dan Pangangkatan
Anggota PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019;

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Timur Nomor 299/PK.01-
BA/5203/KPU-Kab/X1/2018 Tanggal 27 November
2018 Tentang Pembahasan Penambahan Jumlah
Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu
2019 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.

idih.kpu.go.id/ntb/lotim
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Salinan sesuai dengan aslinya

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) TAMBAHAN DI WILAYAH KECAMATAN
LABUHAN HAJI KABUPATEN LOMBOK  TIMUR
BERDASARKAN PASAL 79B PKPU NOMOR 36 TAHUN
2018 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Menetapkan dan mengangkat :

NO NAMA L/P ALAMAT

|
L a

. Dusun Teliah-
1 | Syamsudin , S.Pd.l ] L_ Kgr_tasan |
Dusun J
2 | Qaedi Taris Atdita, SE L | Gelumpang- |
- | | Labuhan Haji :

sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
Tambahan di Wilayah Kecamatan Labuhan Haji
Kabupaten Lombok Timur untuk Pemilihan Umum Tahun
2019.

Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara
Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan
dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia
Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keputusan imi berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung
sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Selong

RETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM pada tanggal 19 Desember 2018
PATEN LOMBOK TIMUR KETUA
]
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